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NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMIS| PEMILIHAN UMUM
DAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG
KERJA SAMA DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN JASA KEUANGAN

NOMOR : 7/PR.07-NK/01/2024
NOMOR : MoU-6/D.01/2024

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan April tahun dua ribu dua puluh empat (22-04 -
2024), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. HASYIM ASY'ARI : selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, yang
berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta
Pusat 10310, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU; dan

2. MAHENDRA SIREGAR: selaku Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dalam
hal ini bertindak untuk dan atas nama Otoritas Jasa Keuangan
berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
51/P Tahun 2022 tanggal 9 Mei 2022 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan, yang berkedudukan di Menara Radius Prawiro,
Komplek Perkantoran Bank Indonesia, Jalan M.H. Thamrin No.
2, Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
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PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK
dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal

sebagai berikut;

a.

bahwa PIHAK KESATU adalah merupakan lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan
Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan
Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota;

bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi,
tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa
Keuangan; dan

bahwa PARA PIHAK memiliki pemahaman yang sama dan tanggung jawab bersama
tentang pentingnya melaksanakan kerja sama dalam bidang kepemiluan dan jasa

keuangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

ik

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan
Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana
telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana
Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1059);
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6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi
Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaiman
telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilhan Umum
tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
99); dan

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye
Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 696).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Nota
Kesepahaman tentang Kerja Sama dalam Bidang Kepemiluan dan Jasa Keuangan, dengan

ketentuan sebagai berikut:
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Pasal 1
KETENTUAN UMUM

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan
rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Perwakilan Dewan
Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil
dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan
Wakil Wallikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah adalah pelaksanaan
kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara

langsung dan demokratis.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan dasar pelaksanaan dan pedoman
bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam
Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen PARA
PIHAK dalam bidang kepemiluan dan jasa keuangan dalam menunjang tugas dan fungsi
PARA PIHAK.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

a.

penyediaan, pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi dalam bidang
kepemiluan dan jasa keuangan;

dukungan PIHAK KEDUA terhadap penyusunan dan implementasi regulasi yang
dikeluarkan oleh PIHAK KESATU terkait dana kampanye Pemilu dan Pemilihan Kepala
Daerah;
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peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia;
edukasi dan sosialisasi sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
kegiatan-kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN
Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik PARA
PIHAK.
Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan kehendak PARA PIHAK berkenaan dengan
maksud dan tujuan serta ruang lingkup sebagaimana tercantum pada Pasal 2 dan Pasal
3, sedangkan pelaksanaan lebih lanjut atas Nota Kesepahaman ini akan diatur dengan
Perjanjian Kerja Sama tersendiri atau bentuk lain yang disepakati bersama oleh PARA
PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman.
Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan akan mengatur Iebih lanjut
tentang rincian dan mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban PARA PIHAK, serta hal-
hal lain yang dipandang perlu dan disetujui bersama PARA PIHAK.
PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk pejabat sesuai dengan kewenangan, tugas dan
fungsinya dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain yang
disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 56
KERAHASIAAN
PARA PIHAK dalam penyediaan, pertukaran, serta pemanfaatan data dan/atau informasi
berdasarkan Nota Kesepahaman ini menentukan data dan/atau informasi yang bersifat
rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal
masing-masing PIHAK.
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PARA PIHAK hanya dapat menggunakan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan data dan/atau informasi
tersebut.

PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan data
dan/atau informasi yang diterima sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan internal masing-masing PIHAK.

PARA PIHAK tidak diperkenankan memberikan, meneruskan, mengungkapkan data
dan/atau informasi yang diterima kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK
pemilik data dan/atau informasi, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK
menjaga keamanan dan kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh sehubungan
dengan Nota Kesepahaman ini termasuk data dan/atau informasi yang terdapat dalam
jaringan dan sistem PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal

ditandatangani oleh PARA PIHAK, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan

kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat:

a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh PIHAK yang berkeinginan
memperpanjang jangka waktu Nota Kesepahaman ini kepada PIHAK lainnya, paling
lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman berakhir; atau

b.  diakhiri sebelum jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir melalui penyampaian
pemberitahuan secara tertulis dari PIHAK yang berkeinginan mengakhiri Nota
Kesepahaman ini kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum

rencana pengakhiran.
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(3) Pemberitahuan perpanjangan atau pengakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
ditindaklanjuti dengan jawaban tertulis dari PIHAK terkait, yang disampaikan paling lambat
1 (satu) bulan setelah pemberitahuan diterima.

(4) Dalam hal PIHAK yang menerima pemberitahuan pengakhiran tidak memberikan
tanggapan secara tertulis dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal
penerimaan surat pemberitahuan maka PIHAK yang menerima pemberitahuan dianggap

menyetujui pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
PEMBIAYAAN
Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada
anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PERUBAHAN
Setiap perubahan terhadap hal yang dipandang perlu diatur dan belum diatur dalam Nota
Kesepahaman ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat oleh PARA PIHAK
dan dituangkan secara tertulis dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan
keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada diluar kekuasaan wajar dari PARA PIHAK
yang bersifat force majeure yang selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut

keadaan memaksa (force majeure).
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(2) Keadaan memaksa (force majeure) yang dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini meliputi
namun tidak terbatas pada gempa bumi, banijir, epidemi, situasi politik dan keamanan di
negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya
ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang
berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini.

(3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (force majeure) wajib memberitahukan
keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat

3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure).

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan
yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara musyawarah untuk

mufakat.

Pasal 10
PEMANTAUAN DAN EVALUASI
PARA PIHAK sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota
Kesepahaman ini sewaktu-waktu apabila diperlukan atau paling sedikit 1 (satu) kali sebelum

berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
PEJABAT PENGHUBUNG
(1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi
masing-masing dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, yaitu:
a. PIHAK KESATU

Pejabat Penghubung : Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Alamat : Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng Jakarta Pusat
10310

Telepon - (021) 31937223
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Email . persuratan@kpu.go.id
b. PIHAK KEDUA
Pejabat Penghubung : Kepala Departemen Sekretariat Dewan Komisioner dan

Hubungan Kelembagaan

Alamat : Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4 Jakarta Pusat,
, 10710

Telepon : (021) 29600000 ext. 8591

Email . kelembagaan@ojk.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan/penggantian pejabat penghubung dan/atau alamat
korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka perubahan tersebut harus
segera diberitahukan secara tertulis kepada masing-masing PIHAK.

(3) Selama pemberitahuan perubahan/penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap ditujukan
kepada pejabat penghubung dan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 13
PENUTUP
Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing dibubuhi meterai yang
cukup dan cap instansi serta mempunyai kekuatan yang sama setelah ditandatangani oleh
PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum



